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WALIKOTA MAKASSAR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 

 NOMOR 25  TAHUN 2016 
 

TENTANG 

 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 1 TAHUN 2016 

TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA MAKASSAR, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya  Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 
1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran 

Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 1), maka dipandang perlu  
menetapkan pelaksana peraturan pengelolaan air limbah domestik; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 
 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); 
 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 
 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679); 

 
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5601); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan 

Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-

kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2970) ; 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah 
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonsesia  

Tahun 1999 Nomor 193); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan 
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara 
Republik Indonsesia  Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik 
Indonsesia  Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4490); 
 

14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun  2009) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan 

dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar 
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7); 

 

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Limbah Domestik (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun  

2016). 
 

M E M U T U S K A N  : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 1 TAHUN 2016 

TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK. 
 

Pasal 1 
 

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 

Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 1). 
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Pasal 2 

 

Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar untuk 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan menyusun petunjuk 
teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan melakukan kordinasi dengan 

SKPD terkait. 
 

Pasal 3 
 
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Makassar. 
 

Ditetapkan di Makassar 

pada tanggal 1 Agustus 2016 
 
WALIKOTA MAKASSAR, 

 
 

 
MOH. RAMDHAN POMANTO 

Diundangkan di Makassar 

pada tanggal 2 Agustus 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, 
 
 

 
IBRAHIM SALEH 

 

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 25 
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